
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 452, 2020 KEMEN-KP. Pemberian Tunjangan Kinerja. 

Pencabutan. 
 

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pemberian, penambahan, dan 

pengurangan tunjangan kinerja di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, 

dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, 

dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu 

disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 

organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 275); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada 

capaian kinerja dan capaian perilaku dengan besaran 

bobot yang telah ditentukan serta mempertimbangkan 

jam kerja, nilai jabatan, dan kelas jabatan. 

2. Tunjangan Kinerja Statis adalah tunjangan kinerja yang 

diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan yang besarannya tidak 

terpengaruh oleh tunjangan kinerja dinamis. 

3. Tunjangan Kinerja Dinamis adalah tunjangan kinerja 

yang diberikan kepada pegawai di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditentukan 

berdasarkan kinerja pegawai. 

4. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS atau 

yang setara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 
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5. Perilaku Non-Disiplin Presensi adalah segala bentuk 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai 

yang tidak termasuk dalam kategori Disiplin Presensi. 

6. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam 

ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

7. Hari kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang 

mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

8. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan dan/atau PNS 

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. 

9. Kinerja Organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan di 

dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

10. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang 

diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya. 

11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural 

maupun jabatan fungsional tertentu, dan fungsional 

umum dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai 

dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 

12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

14. Staf Khusus Menteri adalah Pegawai Staf Khusus yang 

berasal dari PNS dan/atau Non-PNS yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri. 

15. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat 

lingkup Sekretariat Jenderal, Para Sekretaris dan para 

Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para 

Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris 

dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian. 
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16. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris 

Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala 

Badan di lingkungan Kementerian. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga 

diberikan Tunjangan Kinerja. 

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada 

Menteri selama masih aktif menjalankan tugas 

jabatannya. 

(3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 

tunjangan kinerja yang tertinggi bagi Pejabat Pimpinan 

Tinggi Madya di lingkungan Kementerian. 

(4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

juga diberikan kepada Staf Khusus Menteri. 

(5) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diberikan paling tinggi setara dengan Kelas 

Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya.  

(6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (4) diberikan setiap bulan. 

(7) Tunjangan Kinerja bagi CPNS di lingkungan Kementerian 

dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat 

pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang 

berwenang. 

 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) terdiri dari  

a. Tunjangan Kinerja Statis; dan  

b. Tunjangan Kinerja Dinamis. 
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